TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FAKTOR - FAKTOR

PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DAN UPAYA







A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi ditemukan oleh seorang ahli antropologi Perancis P. Topinard 
yang terdiri dari 2 (dua) suku kata , yaitu “crimen”dan “logos”. Crimen yang 
artinya adalah kejahatan dan logos merupakan ilmu pengetahuan. Sehingga 
kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang kejahatan. Pada tahun 1850 kriminologi adalah cabang ilmu 
pengetahuan yang berkembang bersama-sama dengan ilmu sosiologi, 
antropologi, dan juga psikologi yang pertama kali ditemukan oleh seorang 
ahli antropologi Perancis, yaitu P. Topinard.7 Definisi kriminologi menurut 
beberapa ahli adalah sebagai berikut : 
a. Michael dan Adler 
Kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan 
sifat dari penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan 
secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para 
anggota masyarakat.8 
b. W. A. Bonger 
                                                          
       7 Susanto. 1991. Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 
Semarang. Hal. 1. 
       8 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. Kriminologi. Jakarta. Raja Grafindo. Hal 12-13 
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Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan memiliki tujuan untuk 
menyelidiki segala sesuatu gejala kejahatan seluas-luasnya.9 
c. Edwin H. Sutherland 
Kriminologi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses 
pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang, dan reaksi 
terhadp pelanggaran terhadap Undang-Undang.10 Kriminologi dibagi 
menjadi 3 (tiga) cabang ilmu oleh Edwin H. Sutherland, yaitu sebagi 
berikut : 
1. Sosiologi Hukum. 
Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan terdapat 
ancaman dengan suatu sanksi. Jadi, hukum yang menentukan bahwa 
perbuatan itu merupakan suatu kejahatan. 
2. Etiologi Kejahatan 
Dalam kriminologis, kejahatan paling utama merupakan etiologi 
kejahatan. Etiologi Kejahtan merupakan cabang ilmu kriminologis 
yang mencari sebab-musabab dari kejahatan. 
3. Penologi 
Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman. Tetapi, 
Sutherland memuat hak-hak yang memiliki hubungan dengan usaha 
pengendalian kejahatan baik represif ataupun preventif. 
                                                          
       9 Mustofa Muhammad. 2007.  Kriminologi. Depok. Fisip UI Press. Hal. 24. 
       10 Alam AS dan Ilyas. 2010. Pengatar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. Hal. 2. 
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2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Ruang lingkup kriminologi merupakan proses perundang-undangan, 
pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran 
perundang-undangan. Menurut A.S. Alam terdapat tiga hal pokok ruang 
lingkup pembahasan kriminologi, yaitu : 
a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana; 
b. Etiologi kriminal membahas tentang teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan; 
c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Hal ini tidak hanya ditujukan kepada 
pelanggar hukum yang berupa tindakan represif saja, tapi juga terhadap 
calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan.11 
Ruang lingkup kriminologi menurut W. A. Bonger dibagi menjadi 
kriminologi murni dan kriminologi terapan. 
Kriminologi murni ini mencakup : 
a. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-
tanda manusia jahat. 
b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. 
c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat 
dari sudut jiwanya. 
d. Psikopatologi dan Neuropatologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat 
yang sakit jiwa. 
                                                          
       11 P.A.F. Lamintang, Op.cit. hal.2. 
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e. Penology, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 
Kriminologi Terapan ini mencakup : 
a. Higiene kriminal, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah 
terjadinya suatu kejahatan. 
b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan 
itu sudah terjadi. 
c. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan 
teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.12 
3. Teori Faktor Penyebab Kriminologi 
Teori penyebab terjadinya kejahatan menurut pendapat dari berbagai pakar 
kriminolog dan pakar ilmu hukum yaitu Alam A.S: 
a. Perspektif Sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal 
angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam dua kategori 
yaitu : strain, cultural deviance (penyimpangan budaya) dan social 
control. Perspektif strain dan cultural deviance memusatkan perhatiannya 
pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang 
melakukan kriminal. Sedangkan teori social control didasarkan asumsi 
bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat 
manusia dan mengkaji kemampuan kelompok - kelompok dan lembaga 
sosial membuat aturan yang efektif.  
b. Perspektif Biologis Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan 
yaitu :  
                                                          
       12 Momon. 2003. Azas-Azas Kriminologi. Bandung. Remaja Karya. Hal. 23. 
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1. Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut 
di atas.  
2. Insane criminal, merupakan orang yang menjadi penjahat sebagai hasil 
beberapa perubahan dalam otak orang tersebut yang mengganggu 
kemampuan orang itu untuk membedakan antara yang benar dengan 
yang salah. Misalnya ialah kelompok yang idiot, yang embisil, atau 
bahkan yang paranoid.  
3. Criminaloid, yaitu seorang pelaku kejahatan yang dmendapatkan 
pengalaman secara terus menerus sehingga dapat mempengaruhi 
pribadinya. Contohnya adalah penjahat kambuhan.  
4. Criminal of passion, ialah seorang pelaku kejahatan yang akan 
melakukan tindakannya karena emosi, marah, cinta, atau bahkan karena 
kehormatan.  
c. Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu :  
1. Tindakan serta tingkah laku orang dewasa, yang dapat dipahami dengan 
cara melihat pada perkembangan dari masa kecilnya.  
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan 
interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.  
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik 
psikologis.  
d. Perspektif Lain :  
Adapun persepektif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah: 
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1. Teori Labeling Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru 
reaksi sosial atasnya lah yang signifikan 
2. Teori Konflik Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang 
menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki 
kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum  
3. Teori Radikal Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang 
memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus 
masyarakat (communal consensus). 
 
B. Ruang Lingkup Hukum Pidana 
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan pengertian dasar pada hukum pidana, yaitu suatu 
pengertian yuridis, berbeda halnya dengan istilah perbuatan jahat atau 
kejahatan. Secara yuridis formal, tindak pidana kejahatan merupakan bentuk 
dari tingkah laku yang melanggar aturan dalam undang-undang pidana. Oleh 
sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari 
dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-
larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap 
warga Negara wajib dicantumkan dalam undangundang maupun peraturan-
peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.13 
                                                          
       13 P.A.F. Lamintang. 1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT. Citra Aditya 
Bakti. Hal. 7. 
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Tindak pidana merupakan perilaku manusia yang dinyatakan dalam undang-
undang, perbuatan melawan hukum, yang patut untuk dipidana dan hal 
tersebut dilakukan menggunakan kesalahan. Orang yang berbuat pidana akan 
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dihukum pidana apabila 
orang tersebut mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan 
apabila saat melakukan perbuatan tersebut dilihat dari segi masyarakat yang 
memperlihatkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.14 
Tindak pidana merupakan suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang terdapat unsur kesalahan, sebagai perbuatan yang 
tentunya dilarang dan terdapat ancaman pidana. Demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan umum, pelaku tindak pidana akan 
dijatuhi pidana.15 Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: 
1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)  
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan  
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana d. Unsur melawan hukum 
yang objektif  
4. Unsur melawan hukum yang subyektif.16 
 
2. Teori Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana 
                                                          
       14Andi Hamzah. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta. Ghalia 
Indonesia. Hal. 22. 
       15 P.A.F. Lamintang, Op.cit. hal.16. 
       16 Andi Hamzah, Op.cit. hal.25-27. 
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Menurut Roeslan Saleh pertanggunjawaban pidana adalah sesuatu yang 
dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan 
perbuatan pidana atau tindak pidana.17 
Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak 
pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan 
dalam Undang-Undang. Dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, 
atas tindakan-tindakan seseorang tersebut, maka akan dimintai 
pertanggungjawaban atas tindakannya itu. Apabila tindakan itu merupakan 
melawan hukum dan juga tidak terdapat alasan pembenaran atau peniadaan 
tindakan melawan hukum untuk pidana yang telah dilakukannya. Dan dilihat 
dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang 
mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatanya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan 
seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan 
ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu 
memang melawan hukum, maka ia akan dipidana. 
Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (dader) 
harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu : 
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan 
dari si pembuat; 
                                                          
       17 Roeslan Saleh. 1990. Perbuatan Pidana dan Pertanggunjawaban Pidana. Jakarta. Aksara 
Baru. Hal. 75. 
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2. Terdapat kaitan psikis antara pembuat ddengan perbuatannya, yaitu 
dengan adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa). Pelaku 
memiliki kesadaran yang dimana pelaku seharusnya dapat mengetahui 
akan timbul akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;  
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya 
dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.18 
Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan 
sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur 
perbuatan pidana (actrus reus) dan keadaan sifat batin pembuat (mens rea). 
Kesalahan (schuld) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur 
pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si 
pembuat atas perbuatannya. 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa 
pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang 
melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan 
dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan 
perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Atau dengan kata lain, orang yang 
telah melakukan perbuatan tindak pidana maka akan dimintai 
pertanggungjawaban perbuatannya tersebut dengan cara pidana apabila orang 
tersebut memiliki kesalahan. Seseorang memiliki kesalahan apabila saat 
                                                          
       18 Andi Hamzah. 1997. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 130. 
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melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan 
normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.19 
3. Teori dan Tujuan Pemidanaan 
Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai 
pandangan integratif didalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa 
pemidanaan mempunyai tujuan pliural, dimana kedua teori tersebut 
menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist. 
Pandangan Utilitarian menyatakan bahwa, tujuan pemidanaan harus 
menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktinya dan pandangan 
Retributivist menyatakan bahwa, keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang 
Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip 
keadilan.20 Beberapa teori ada kaitannya dengan tujuan dari pemidanaan, 
yaitu : 
1. Teori Absolut / Retribusi. 
Teori ini menyatakan bahwa, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 
yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahtan. 
2. Teori Tujuan / Relatif. 
Teori ini menyatakan bahwa, memandang sebagaimana sesuatu yang dapat 
digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan 
orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya 
                                                          
       19 Andi Zainal Abidin. 1987. Azas-Azas Hukum Pidana Bagian Pertama. Bandung. Alumni. 
Hal. 72. 
       20 Muladi. 2002. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung. 
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dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat 
potensial akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.21 
3. Teori Gabungan. Teori ini merupakan kombinasi dari teori relatif. Menurut 
teori ini, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat, juga 
dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan 
ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas 
pembalasan yang adil.22 
4. Teori Integratif. 
Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas 
alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. 
Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan 
oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung 
pada anggapan-anggapan seseorang terhadapa hakekat manusia, informasi 
yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, 
macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian 
terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu 
serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan 
persyaratan-persyaratan tersebut. 
Dengan itu, maka tujuan dari pemidanaan ialah untuk memperbaiki dari 
kerusakan individual dan sosial yang merupakan akibat dari tindak pidana. 
Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, 
                                                          
       21Ibid. 
       22 Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. 
Bandung. Bina Cipta. 
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dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya 
kasuitis. Tujuan dari pemidanaan ialah : 
1. Pencegahan (umum dan khusus); 
2. Perlindungan masyarakat; 
3. Memelihara solidaritas masyarakat; dan 
4. Pengimbalan / pengimbangan. 
 
C. Dasar Hukum Pengaturan Narkoba, Pengertian dan Jenis-Jenis Narkoba 
Dasar hukum tentang pengaturan narkoba adalah Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan 
obat berbahaya atau yang biasa dikenal dengan psikotropika. Istilah narkoba 
biasa digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum untuk obat yang 
termasuk dalam kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, 
dipasok, dijual belikan, diedarkan diluar dari ketentuan umum. Narkoba berasal 
bahasa Yunani, yaitu “naurkon” berarti dapat membuat lumpuh atau mati rasa. 
NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) merupakan istilah 
lain dari narkoba yang merupakan bahan atau obat apabila masuk dalam tubuh 
manusia, maka tubuh dapat terpengaruh. Terutama bagian otak atau susunan 
syaraf pusat dan dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan jasmani, mental 
emosional dan fungsi sosialnya. Karena dapat menimbulkan ketagihan, 
kebiasaan dan ketergantungan.23 
                                                          
       23 Siti Ulfa Rahmawati. 2016. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Al-
Quran. Surabaya. UIN Sunan Ampel. Hal. 21. 
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Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat 
yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap 
tubuh pemakai yang bersifat, yaitu menenangkan, merangsang, dan 
menimbulkan khayalan. Narkoba dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : 
1. Narkotika 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
menjelaskan definisi dari narkotika, yaitu “Narkotika adalah zat atau obat 
yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun 
semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 
dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-
golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
dibedakan menjadi 3 golongan, antara lain : 
a. Golongan I, yaitu, ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin dan 
sebagainya. 
b. Golongan II, adalah morfin, pertidin dan masih banyak lagi. 
c. Golongan III,  ialah kodein dan lainnya. 
2. Psikotropika 
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Psikotropika, merupakan “zat atau obat yang bukan narkotika, baik itu 
alamiah ataupun sintesis yang terdapat khasiat psikoaktif melalui pengaruh 
selktif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada 
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aktivitas mental dan prilaku”. Terdapat 4 (empat) golongan psikotropika, 
yaitu : 
1. Golongan I. Memiliki daya adiktif sangat kuat, untuk manfaat pengobatan 
belum diketahui dan khasiatnya masih diteliti. Misalnya, MDMA (ekstasi), 
LSD dan STP. 
2. Golongan II. Dalam golongan II daya adiktifnya kuat dan berguna bagi 
pengobatan serta penelitian. Seperti misalnya, amfetamin, metamfetamin, 
metakualon, dan lain sebagainya. 
3. Golongan III. Psikotropika golongan III daya adiksinya sedang, berguna 
juga untuk penelitian dan pengobatan. Contohnya ialah lumibal, 
buprenorsina, fleenitrazepam, dan lain-lain. 
4. Golongan IV. Golongan IV ini merupakan psikotropika yang daya 
adiktifnya ringan serta berguna unuk penelitian dan pengobatan. Misal, 
nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diaxepam, dan sebagainya.24 
3. Zat Adiktif Lainnya 
Zat adiktif lainnya memiliki arti, yaitu zat-zat yang bukan masuk dalam 
golongan narkotika maupun obat-obatan yang berbahaya. Tetapi apabila 
disalahgunakan memiliki pengaruh yang sama seperti pengguna narkotika 
atau obat-obatan lainnya yang berbahaya, yang dapat merusak fisik maupun 
psikis seseorang. Zat adiktif ini dibedakan sebagai berikut : 
1. Depresant merupakan zat yang menimbulkan dampak bagi syaraf menjadi 
pasif hal ini sangat berpengaruh bagis syaraf sentral. Yang termasuk dalam 
                                                          
       24Ibid. 
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golongan ini ialah, shloral hydraf, banbituraf, glutehimeide, methoqualon, 
benzodia zepin, narkotika golongan opiare. 
2.  Stimulant ialah zat yang dapat menimbulkan dampak bagi syaraf pusat 
menjadi begitu sangat aktif. Sehingga begitu sangat efektif untuk 
menimbulkan rangsangan. Secara umum biasa disebut dengan obat 
perangsang. Yang masuk dalam golongan ini , yaitu amphetamin, 
phenmetrazin, methyl phenidet, dan kokain. 
3. Hallusinogen adalah zat yang dapat menimbulkan dampak halusinasi atau 
daya khayalnya kuat, yaitu dapat salah presepsi tentang lingkungan dan 
dirinya sendiri, baik itu pendengaran, penglihatan ataupun perasaan. Jenis 
dari hallusinogen antara lain ialah LSD (Lysegic Acid Diethlamide), PCP 
(Phencyclindinr).25 
 
D. Tindak Pidana Narkotika 
Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 148 
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan ketentuan 
khusus. Meskipun secara tegas tidak disebutkan dalam Undang-undang 
Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, 
akan tetapi tidak perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam 
undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya ialah, apabila 
narkotika sekedar untuk pengobatan dan juga untuk kepentingan dari ilmu 
pengetahuan, maka jika ada perbuatan yang diluar kepentingan-kepentingan 
                                                          
       25 Arcadius Dheovan Pramuditya. 2015. Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan 
Rehabilitasi Narkoba di Yogyakarta. Yogyakarta. UAJY. Hal. 24. 
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tersebut sudah termasuk dalam kejahatan. Mengingat dari besarnya akibatyang 
timbul dari pemakaian narkotika. Secara tidak langsung sangat membahayakan 
bagi individu itu sendiri.26 
Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 
tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut diklasifikasikan seperti dibawah ini: 
a. Sebagai pengguna dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 
Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman 
hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.  
b. Sebagai pengedar akan dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan pasal 81 
dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 
dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan denda. 
 
E. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana 
Narkotika 
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia menjelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara 
Republik Indonesia ialah: 
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
2. Menegakkan hukum; dan 
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
Republik Indonesia, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana 
                                                          
       26Supramono, G. 2001. Jakarta. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan. Hal 
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dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia secara umum berwenang: 
1. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 
2. Membantu dalam menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat yang 
mengganggu ketertiban umum; 
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa; 
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian pada lingkup kewenangan administratif 
kepolisian; 
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 
dalam rangka pencegahan; 
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
8. Mengambil sidik jari serta identitas lainnya, serta memotret seseorang; 
9. Mencari keterangan dan barang bukti; 
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan pada saat 
pelayanan masyarakat; 
12. Memberikan bantuan pengamanan saat sidang dan pelaksanaan putusan 
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 





F. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 
Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha 
kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya 
juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 
persoalan mencari jalan keluar.27 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanggulangan merupakan 
proses, cara menanggulangi. Jadi, upaya penganggulangan merupakan usaha, 
ikhtiar demi mencapai suatu maksud dengan proses atau menanggulangi 
kejahatan. 
1. Upaya Represif 
Upaya penganggulangan ini dapat ditempuh dengan cara : 
a. Penerapan hukum pidana (Criminal Law Application); 
b. Pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punishment); 
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 
pemidanaan lewat media massa (Influencing views of society on crime and 
punishment).28 
Upaya penaggulangan kejahatan yang disebutkan di atas, merupakan upaya 
penaggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, 
yaitu pada penerapan hukum pidana (Criminal Law Application). Sedangkan 
Pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punishment) lebih 
menitikberatkan pada upaya penanggulangan secara preventif. 
                                                          
       27 Debdikbud. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 1250. 
       28 Moelijanto. 1987. Azaz-Azaz Hukum Pidana. Jakarta. PT. Bina Aksara. Hal. 54. 
30 
2. Upaya Prefentif
Upaya penaggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat
preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.
Upaya penanggulangan lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya
kejahatan, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif
mengenai terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain adalah berpusat
pada masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung maupun tidak
langsung yang dapat menimbulkan kejahatan.29
       29 Anonim, Tinjauan Pustaka, http://digilib.unila.ac.id, diakses tanggal 13 November 2018. 
